BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penerapan Kkebijakan sistem kerja baru awalnya berdampak pada
kekhawatiran pengguna layanan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh
pemerintah. Dimana masyarakat sedikit kebingungan dalam mengakses layanan
publik yang diberikan oleh DPMPTSP maupun BKD DKI Jakarta. Berbeda dengan
layanan DPMPTSP, layanan yang diberikan oleh BKD DKI Jakarta lebih mudah
karena terdapat PIC/penghubung yang ada di dalam organisasi pemerintahan di
lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan yang sempat muncul
tersebut, kemudian berangsur membaik dan dirasakan manfaatnya oleh pengguna
layanan, seperti tidak perlu berkunjung ke lokasi layanan untuk mengakses layanan
maupun melihat perkembangan/tindak lanjut dari layanan yang diberikan karena
dapat diakses secara online (aplikasi/website/whatsapp), yang berdampak pada
hematnya waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna layanan.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan kedalam dua hal, yang pertama,
optimalisasi pelayanan publik yang diberikan oleh DPMPTSP maupun BKD DKI
Jakarta adalah dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan publik
maupun pemantauan kinerja pegawai. Dengan penggunaan teknologi informasi,
pengguna layanan tetap dapat mengakses layanan walaupun di berada di luar
kantor. Selain penggunaan teknologi informasi dalam berinteraksi, inovasi yang
dilakukan oleh kedua organisasi tersebut adalah dengan penggunaan drop box
dalam melakukan pemberkasan. Inovasi jemput bola atas pelayanan publik
dilakukan oleh DPMPTSP, yakni dengan keterlibatan AJIB dalam memberikan
pelayanan langsung ke warga masyarakat. Dalam upaya memperkuat informasi
maupun data, dalam penerapan penelitian ini masih terdapat beberapa kendala,
seperti sulitnya mendapatkan informan yang bersedia memberikan informasi secara
mendalam, karena berkaitan dengan organisasi dimana dia bekerja. Upaya yang

dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan secara informal, setelah merasa
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akrab kemudian dilakukan pendalaman terhadap isu atau permasalah tentang
penerapan kebijakan WFH/WFO.

Kedua, walaupun pelayanan publik ketika pandemi Covid-19 tetap berjalan
tetapi beberapa kendala dan permasalahan tetap ada, diantaranya SOP kurang
detail; Ketika diterapkanya sistem kerja piket berdampak pada tersendatnya proses
layanan karena interaksi bukan dengan petugas sebelumnya, karena harus
menjelaskan kronologis peristiwa dari awal; Tidak semua pengguna maupun
pemberi layanan memahami penggunaan teknologi informasi; Masih terdapat
pegawai yang dalam memberikan layanan berbelit; Beberapa pegawai kurang
responsif; Pelaporan kinerja pegawai yang dilakukan di dua aplikasi, berdampak
pada kurang efisiennya laporan kinerja pegawai. Informasi yang diberikan terbatas;
serta tidak semua pengguna layanan memiliki alat scan atau memiliki kualitas

kamera (handphone) yang baik.

5.2. Saran

Penerapan kebijakan WFH/WFO dinilai pengguna layanan dan pegawai di
lingkungan DPMPTSP dan BKD DKI Jakarta merupakan langkah tepat yang
diambil oleh pemerintah, guna meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19.
Untuk meminimalisir terkendalanya pelaksanaan pelayanan publik pada instansi
pemerintah, maka perlu akselerasi penerapan teknologi informasi dan digitalisasi
pelayanan publik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah
diatur pada Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE
Nasional harus segera diimplementasikan pada instansi pemerintah, karena hal
tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, baik
layanan secara tatap muka, maupun layanan dengan menggunakan atau
memanfaatkan teknologi informasi.

Beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
khususnya DPMPTSP dan BKD, pertama perlunya pedoman tentang akses maupun
proses layanan dengan menggunakan teknologi informasi. Regulasi tersebut

mengatur pembagian tugas dan peran antar pegawai atau unit kerja, SOP atau tata
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cara proses layanan, tata kelola aplikasi yang terstandar dan terintegrtasi, user
friendly kemudahan dalam mengakses termasuk kemudahan akses bagi kelompok
marginal, privasi dan kemanana, kemudahan dalam pemberian masukan dari
pengguna layanan, serta evaluasi atas pemberian layanan secara digital
(penggunaan teknologi informasi).

Kedua, perlu adanya regulasi tentang skema ketika menerapkan sistem kerja
WFH/WFO maupun FWA. Kementerian PANRB selaku instansi pemerintah yang
memiliki tugas dan fungsi tersebut menyusun regulasi secara nasional yang
mengatur terkait dengan pengukuran dan pemantauan Kinerja pegawai selama
menerapkan kebijakan tersebut, yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung, seperti laptop, jaringan, maupun tempat kerja yang kondusif; Jabatan
apa saja yang dapat dilakukan diluar kantor, seperti analis kebijakan, peneliti, dan
lain-lain; Telah ditetapkannya target yang jelas, sehingga kaitan antara indikator
kinerja individu dan kinerja organisasi dapat berkaitan; SOP layanan,
pertanggungjawaban, menyampaikan laporan/progres pekerjaan; Jaminan atas
kerahasiaan pekerjaan; Jaminan atas akuntabilitas pekerjaan; Memberikan
keleluasaan kepada masing-masing instansi pemerintah dalam memberlakukan
pekerjaan secara fleksibel; Komitmen seluruh organisasi dalam penerapan FWA.

Ketiga, pedoman tentang mekanisme pengawasan atas kinerja pegawai,
agar sesuai dengan target kinerja. Keempat, ketersediaan jaringan atau server dari
aplikasi yang digunakan dalam berinteraksi antara pegawai maupun pengguna
layanan. Awal pandemi covid-19 pengguna layanan mengeluhkan aplikasi yang
sering bermasalah. Dengan di dukungnya teknologi informasi seperti server,
jaringan, dan lain sebagainya diharapkan layanan publik berbasis digital dapat
diakses dengan mudah. Kelima, perlunya integrasi data/aplikasi untuk
mempermudah pengguna layanan dalam mengakses layanan. Ketika sudah
terintegrasi, pengguna layanan saat melakukan input data cukup memasukkan
nomor KTP sehingga informasi dasar sudah secara otomatis terisi. Hal tersebut

dapat mempermudah pengguna layanan dalam mengakses layanan.
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Keenam, perlu dilakukan pendalaman kepada organisasi yang memiliki
perbedaan Kkarakteristik yang banyak untuk mendapatkan informasi terkait
penerapan sistem kerja WFH/WFO di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu,
juga dapat memperhatikan memperhatikan capaian hasil evaluasi SPBE dalam
melakukan pendalaman atau penentuan lokasi penelitian. Mengingat bahwa ketika
diterapkannya kebijakan sistem kerja WFH/WFO, lebih menggunakan teknologi
informasi dalam berinteraksi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penentuan lokus penelitian dengan banyaknya karakteristik yang berbeda menjadi
penting, mengingat bahwa karakteristik instansi pemerintah daerah di Indonesia

yang beragam.
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Policy Brief @
EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN WFH/WFO [l
DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA STIA LAN

Ringkasan Eksekutif

Sebagal upaya menjamin  keberlangsungan
pelayanan publik, serta menjamin kKeamanan
pegawal  dalamy  rangka  meminimalisic
penyebaran covid-19, Pemearintah
mengeluarkan  kebijakan  sistem kerja
 WRH/WEFGL Strategi yang  dilakukan  oleh
instansi pemerintab lalah dengan melakukan
inevasl  dalam  pelayanan publik,  yang
memanfastkan teknologh informasi. Regulasi
ini juga menjadi pemicu dalam  akselerasi
penerapan teknalogl informasi i lingkungan
perverintahan, Walaupun  demikian, dalam
implementasinya masih terdapat  beberapa
beber apa kel ala sepertl jaringan,
penguasaan teknolegl infermasi, dan lamanya
proses layanan publik.

Pendashiilusn

Dampak dari Covid-1% di berbagai belahan dunia. telah berakibat pada berbagai
macam aspek, salah satunya layanan serta berbagai macam fasilitas publik. Akibat
dari Covid-1% tidakshanyaspada perekonomianssajastetapi juga pada kinerja
pegawai [Guagliardo & Palimariciuc, 2021; Onofrei et al, 2021). Guagliardo &
Palimariciuc [2021] menjelaskan bahwa layanan publik seperti layanan kesehatan,
pendidikan, peradilan, maupun administrasi mendapatkan tekanan yvang cukup tinggi
oleh masyarakat hal tersebut disebabkan karena petugas pelayanan berinteraksi
secara langsung dengan masyarakat selaku pengguna layanan.

Sikap dari pemerintah dalam menanggulangi dan meminimalisir menyebarnya Cowvid-
1% ialah dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan, salah satunya adalah kebijakan
tentang penerapan sistem kerja WFH/WFO. Kebijakan tersebut diambil sebagai
upaya memastikan pemenuhan target kinerja pegawai, pelaksanaan layanan publik,
dan perlindungan bagi ASM dari penularan Covid-19.

Dialam mengamibil keputusan, Faktor Femghambat & Pendorong WFH

pemerintah  telah melakukan survei Faktor Fenghambat

tentang penerapan kebijakan mn
WFH/WFO.  Pada Tahun  Z0Z0 mm
Kementerian PANRB telah melakukan

survei tentang sistem kerja pada saat Fodsan ks farbagl b
pandemi Cowid-1%. Survey tersebut _'
dilakukan untuk kendala dalam

penerapan kebijakan WEH/WFO bagi e
ASHN.

16.7% o

ATk janiak ke
burdng dai e ledn

46% Rassen
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Fari bl selama W
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ldentifikasi Masalah

Pandemi  Cowvid-19  yang  terjadi
Mo  Keluhan DPMPTSP  Keluhan BKD berdampak pada beralihnya proses

layanan publik yang awalnya

1 Lamanya preses Lamanya berinteraksi secara fisik  kemudian
layanan proses layanan  beralih dengan menggunakan teknologi

2 Customer servios Layanan informasi.  Beberapa  permasalahan
yang tidak dapat berbelit muncul seperti rendahnya pengetahuan
dihubungi teknologi informasi, jaringan, mawpun

S0P atsu tata cara proses layanan
digital. Maka dari itu perlu adanya
pemahaman antara pengguna dan
pemberi layanan terkait dengan tata

3 Petugas layanan Terdapat
yang kurang ramah  pungutan liar
4 Kuota pendaftar

Yang sangat cara proses layanan digital. Penguatan
terbatas jaringan  dan pemahaman kepada
5 Barvyaknya loket pengguna layanan terkait dengan alur
wvang tidak diis] aleh proses layanan publik menjadi solusi
pEtLgas penting agar pengguna layanan mudah

dalam mengakses layanan publik.
Identifikasi Penyebab

Saat terjadi pandemi Covid-17 beberapa permasalahan seperti proses layanan yang
cukup lama dan berbelit dan adanya pungutan liar. Selain itu, masalah atas layanan
publik selama pandemi di lingkungan DPMTPSP antara lain petugas (customer
service] yang tidak dapat dihubungi, kuota pendaftar yang sangat terbatas, petugas
yang kurang ramah; dan banyaknya loket yang tidak diisi ocleh petugas. Dalam
penelitian yang dilakukan di DPMTPSP dan BEKD DEI Jakarta, hasil evaluasi
dikategorikan berdasarkan kriteria ewvaluasi yang divraikan oleh Dunn (2003], yakni:

* Berdasarkan kriterla evektivitas atas kebijakan
sistern  kerfa WFHAWFD  terhadap  layvanan
publik, fakior penghambat  vang  muwnoul
diantaranya adalah:

o SOP kurang detall, yang berdampak pada
kebingungan darl pengguna layvanan.

o Sistern kerja WFH/WFOD yvang berdampak
dengan  adanya  petugas  plket  yang
mengakibatkan pada  interaksl  dengan
petugas  vang  berbeda.  Hal  tersebut
mengakibatkan tersendatnya proses layanamn
karena interaksl bukan dengan petugas
sebelumnya, karena  harus  menjelaskan
krenclegls peristiwa darl awal.

* Berdasarkan kriterla efislens! atas kebijakan
sistern  kerfa WFHAWFD  terhadap  layvanan
publik, fakior penghambat  vang  muwnoul
diantaranya adalah:

o Tidak semua pengguna layanan memiliki alat
scan atau memilikl  kualitas  kamera
thandphanel  yang  balk, Hal  tersebut
berdampak pada pengguna layanan yang
harus  melakukan  scan berkas,  ataw
menggunakan sarana kamera dari pthak lain,

o Tidak semua pengguna layanan memahami
penggunaan teknelogh infermasl, khususmya
ketika dokumen vang telah di scandfole
memilikl resclusi atau wkuran data yang
cukup tinggl, beberapa pengguna layvanan
tidak memahami cara mengubahnya,
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* Faktor penghambat penerapan kebijakan sistem
kerja WFH/WFO atas kecukupan dari respon
instansi dalam menyelesaikan masalah yakni,
pemberiakukan sistem kerja WFH/WFO
terkadang masih terima bahwa beberapa
petugas berbelit, ribet, bahkan untuk hal-hal
tertentu informasi ditutup-tutupi, hal tersebut
berdampak pada proses layanan vyang
terkendala.

* Faktor penghambat atas kriteria perataan
adalah karena tidak ada biaya yang dikeluarkan
sehingga pengguna layanan tidak bisa memilih
tingkat kecepatan layanan yang diperoleh
Ketika pengguna layanan ingin memperoleh
hasil yang cepat tidak bisa karena durasi layanan
sesuai dengan SOP yang berlaku.

* Responsivitas dari penerapan kebijakan sistem kerja WFH/WFO dilihat dari
kepuasan pengguna layanan di DPMPTSP dan BKD DKI Jakarta terhadap
komunikasi dengan petugas. Faktor penghambatnya adalah:

o Beberapa pegawai kurang responsif, kurang responsif disini adalah waktu
yang dibutuhkan untuk membalas pesan/pertanyaan/ permintaan
informasi yang sedikit lama. Walaupun petugas merespon dan
memecahkan masalah, tetapi waktu dalam menjawab pertanyaan
membutuhkan waktu yang cukup lama.

o Informasi yang diberikan terbatas, jadi pengguna layanan harus lebih
proaktif untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan yang akan
diperoleh.

* Faktor pengambat atas kriteria ketepatan adalah tidak semua pengguna layanan
dan pemberi layanan menguasai teknologi informasi (aplikasi) yang digunakan
untuk mengakses layanan publik.

Terkait dengan adaptasi sistem kerja WFH/WFOQO saat pandemi Covid-19 melanda
DK Jakarta, setidaknya terdapat tiga rekomendasi kebijakan, yakni:

1. Pedoman tentang akses maupun
proses layanan dengan
menggunakan teknologi informasi.
Regulasi tersebut mengatur
pembagian tugas dan peran antar
pegawai atau unit kerja, SOP atau
tata cara proses layanan, tata kelola
aplikasi yang terstandar dan
terintegrtasi, user friendly
kemudahan dalam  mengakses
termasuk kemudahan akses bagi
kelompok marginal, privasi dan
kemanana, kemudahan  dalam
pemberian masukan dari pengguna
layanan, serta evaluasi atas
pemberian layanan secara digital
(penggunaan teknologi informasi).
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2. Regulasl tentang skema ketika mererapkan sistem kerja WFHAWFO maupun

Fwa, Kementerian PAMRB selaky instansi pemerintah yang memiliki tugas dan
fungsl tersebut menyusun regulasl secara nasional yang mengatur terkait
dengan pengukuran dan pemantauan kinerja pegawal selama menerapkan
kebijakan tersebut, yang meliputi:
+ Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, sepertl laptap, jaringan,
mapun tempat kerja yang kondusif,
* labatan apa saja yang dapat dilakukan diluar kantor, seperti analis
kebijakan, penelitl, dan lain-lain,
* Telah ditetapkannya target yang jelas, sehingga kaitan antara indikator
kinerja individu dan kinerja organisasi dapat berkaitan,
« S0P layanan, pertanggungiawaban, memvampalkan laperan/progres
pekerjaan,
+ Jaminan atas kerahasiaan pekerjaan,
+ Jaminan atas akuntabilitas pekerjaan,
+ Memberikan keleluasaan kepada masing-masing Instansi pemerintak
dalarn memberlakukan pekerjaan secara fleksibel.
+ Koemitmen seluruh organisasi dalam penerapan FWa,

3, Pedaman tentang mekanisme pengawasan atas kinerja pegawal, agar sesual

dengan target kinerja individu dan arganisasi

. . Dispusiii dalannsi pimbirion
Inpu [ dagl pimp ‘ -
. peaugasan kepada pagawal
melalui aplikasi e-office

Pimm
mengeio todak
lanjul abari
prksrgaan vang i
disposiss/
delegasikan

Penyampaisn linchik banjm ‘ Pmupun i
miedalui aplikasi e-allice dikzriakn

Hasil lapors
tindak lanjut
pekivjrn aitagai
bkt pesnbayiran
Iumjangan kinerja

4, Ketersedizan jaringan atau server darl aplikasi vang digunakan dalam

berinteraksi antara pegawal maupun pengauna layanarn. Awal pandemi covid-
19 pengguna layanan mengelubkan aplikas! vang sering ber masalah, Dengan di
dukungrya teknologi infarmasl seperti server, jaringan, dan lain sebagainya
diharapkan layanan publik berbasis digital dapat diakses dengan mudah,

. Integrasi data untuk mempermudah pengguna layanan dalam mengakses

layanarn, Ketika sudah terintegrasl, pengguna layvanan saat melakukan Input
data cukup memasukkan nomor KTP sehingga informasi dasar sudah secara
otematis terisl. Hal tersebut dapat mempermudah pengguna layanan dalam
mengakses layanan,
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Lampiran
Pedoman Wawancara
Pemberi Layanan

Apakah instansi pemerintah memahami kebijakan dari pemerintah pusat
terkait pelaksanaan system kerja selama pandemi Covid-19?

Apakah tujuan dari kebijakan pemberlakuan system kerja selama pandemi
covid-19 dipahami oleh pemberi layanan?

Selama diberlakukannya system Kkerja pada saat pandemi covid-19
berdampak pada pengurangan jumlah pegawai yang tertular Covid-19?
Bagaimana kepuasan pengguna layanan pada tahun 2020-2022?

Selama diterapkannya kebijakan system kerja baru, apakah pegawai merasa
puas dengan kinerjanya?

Penghargaan apa yang didapat oleh organisasi dari tahun 2020-2022?
Dengan diberlakukannya system kerja baru selama pandemi covid-19, apakah
proses layanan menjadi lebih cepat atau lambat?

Bagaimana proses interaksi (komunikasi, rapat, pemberian instruksi, dan
arahan) antara pimpinan dengan staf, staf dengan rekan kerja, serta staf
dengan pengguna layanan lebih mudah atau tidak?

Bagaimana penerimaan pegawai terhadap system kerja selama pandemi
Covid-19?

Apakah pegawai merasa tepat dengan diterapkannya kebijakan system kerja
baru?

Selama diterapkannya kebijakan system kerja baru, bagaimana bentuk
pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan?

Apakah ada perubahan model/proses bisnis dalam memberikan pelayanan?
Apakah ada inovasi dalam memberikan pelayanan?

Apakah ada penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan?
Apakah organisasi mengeluarkan kebijakan internal guna tercapainya
kinerja/pelayanan publik?

Pengguna Layanan

Apakah tujuan dari kebijakan pemberlakuan system kerja selama pandemi
covid-19 dipahami oleh pengguna layanan?

Efektivitas, apakah aktivitas layanan publik tetap berjalan selama pandemi
Covid-19?

Apakah kebijakan WFH/WFO merupakan solusi atas ketercapaiannya
pelayanan publik di BKD dan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada masa
Pandemi Covid-19?

Apakah layanan publik berjalan tepat waktu (akses, proses dan hasil dari
layanan publik)

Efisiensi, seberapa banyak usaha/upaya yang dilakukan untuk
mendapatkan/memperoleh layanan?

Akses komunikasi pemberi layanan kepada penerima layanan.
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Akses layanan dan SOP dipahami oleh pengguna layanan saat pandemi
Covid-109.

Penerapan teknologi informasi dalam memberikan layanan selama pandemi
Covid-19.

Apakah proses layanan yang diberikan ada perubahan? Menjadi lebih cepat,
lambat, atau sama saja?

Adequency (kecukupan), apakah hasil/tujuan dari layanan publik benar-benar
berguna/menjawab masalah dalam memberikan akses layanan publik selama
pandemi Covid-19?

Apakah petugas ada ketika dibutuhkan?

Apakah petugas merespon dan memecahkan masalah?

Dengan kendala yang ada, apakah petugas bertindak secara sopan dan baik?
Apakah ada fleskibilits dalam mengkases layanan?

Equity (perataan), apakah biaya dijelaskan dan mudah dipahami oleh
pengguna layanan?

Responsivitas, apakah kebijakan WFH/WFO memuaskan/memenuhi
keinginan/preferensi dari pengguna layanan?

Approriateness (ketepatgunaan), apakah kualitas layanan yang diinginkan
benar-benar berguna bagi pengguna layanan?



Lampiran

Hasil Wawancara dengan BKD DKI Jakarta
Kasubag Umum

Staf Kasubbag Umum

Kita di kasubag umum, dimana kita memberikan layanan kepegawaian. Jadi
di tahun 2020-2021 jumlah petugas dibagi, ada yang bekerja di rumah dan
di kantor. Kami tidak di izinkan untuk melakukan layanan secara tatap
muka, tergantung level pembatasan sosial.

Oleh karena itu, layanan tetap berjalan, tetapi via email. Semua layanan
harus tetap berjalan. sebelum ada e-office dari Pemrprov, BKD sudah punya
e-office sendiri. Pengguna layanan cukup mengirimkan dokumen melalui
email ke BKD.

Kalau mau melihat dokumen-dokumen sebelum e-office Pemprov saat ini
kami masih bisa. Ketika proses transisi ke e-office Pemrov, layanan disini
sudah dilakukan secara tatap muka. Perubahan ini hanya perubahan pada
dashboardnya saja.

Layanan yang diberikan secara online, menurut kami sudah cukup cepat.
Malah lebih cepat layanan secara digital

Sebenarnya layanan lebih enak secara digital, karena kami tidak perlu
melakukan upload data kembali.

Pegawai di lingkungan BKD DKI Jakarta cukup banyak yang kena Covid.
Untuk pembagian kerja, bagi yang sehat harus bersedia membackup. Bagi
yang terkena Covid-19 di istirahatkan.

Selama diberlakukannya system Kkerja pada saat pandemi covid-19
berdampak pada pengurangan jumlah pegawai yang tertular Covid-19?
lya, dengan dibukanya pelayanan publik, dan interaksi secara langsung,
bahkan berdampak pada penambahan jumlah pegawai yang tertular Covid-
19. Bahkan di salah satu unit kerja terdapat pegawai yang bebas dari Covid-
19 hanya 3 orang saja

Disini cukup banyak yang kena covid-19 karena di sini sering berinterkasi
dengan pengguna layanan.

Di Balai Kota cukup banyak pegawai yang kena covid-19, karena waktu itu
untuk verifikasi dan evaluasi/penyerahan berkas masih dilakukan secara
manual. Belum dilakukan digital. Di BKD kami Kerjasama dengan pegawai
kepegawaian di masing-masing unit kerja, dimana mereka yang melakukan
verifikasi fisik.

E-office yang sudah di kembangkan oleh BKD mulai di tahun 2019, dan itu
sangat bermanfaat.

Di e-office tersebut semua terdata dengan mudah, kita juga mudah
melakukan pemantauan terkait pekerjaa, apakah sudah selesai atau belum.
Penerapan kebijakan WFH/WFO menurut kami sangat bagus, sehingga
meminimalisir penyebaran covid-19.

Untuk saat ini, kami 50:50, tapi kembali lagi ke arahan pimpinan, terkadang
pimpinan minta untuk selalu ke kantor. Selain itu tergantung juga dengan
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kompleksitas pekerjaan, semakin kompleks, menurut kami lebih baik ke
kantor.

Kebanyakan layanan yang masuk ke sini pensiun, pindah instansi karena isu
IKN, dan konsultasi

Kebijakan ini sangat solutif, kami disini juga ada masing-masing PIC misal
kesejahteraan, mutasi, penghargaan, pensiun, dll. Apabila pengguna
layanan konsultasi dapat langsung berkomunikasi dengan PIC masing-
masing.

Kalau tidak ada kebijakan ini, mungkin banyak yang terkena covid-19,
bahkan beberapa pejabat banyak yang terkena covid-19.

Ketika WFH/WFO kami koordinasi pakai aplikasi e-office dan lebih sering
menggunakan aplikasi whatsaap. Disini kebetulan pegawainya enak-enak
semua, koordinasi mudah.

Walauapun disini ada pegawai yang tua-tua dan kurang memahami
teknologi informasi kami bantu, di backup.

Setiap bulan ada kurang lebih 200 pegawai yang pensiun.

Pegawai yang senior/tua, mereka diberikan tugas yang lebih mudah, misal
melakukan input surat yang sudah dikirim di email ke aplikasi e-office.
Pemantauan pekerjaan melalui aplikasi e-office, apakah sudah di kerjakan
atau belum.

Pemenuhan/penyelesaian pekerjaan itu berdampak pada tpp pegawai, jadi
mau tidak mau mereka dituntut haru menyelesaikan pekerjaan.

lya benar-benar bermanfaat, karena memudahkan. Walaupun dalam
penerapannya misal BKN masih membutuhkan dokumen fisik.

Lampiran

Hasil Wawancara dengan BKD DKI Jakarta
Kepala Bidang Pengembangan

Staf Bidang Pengembangan
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Pengguna layanan cukup puas, bahkan kalau dilihat dari hasil survey
kepuasan masyarakat pemohon cukup puas dengan layanan yang kami
berikan.

Sistem kerja di DPMPTSP kita melihat kinerja kita berkurang, tapi malah
lebih berkinerja. Bisa dikatakan dari pagi sampai sore atau malam Kita tetap
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk upaya agar pelayanan lebih efektif salah satu yang dapat dilihat
dalam pemberian izin. Dalam pemberian izin, biasanya kami lakukan survey
di lapangan. Salah satu kebijakan kami ketika covid dimana kegiatan tidak
harus dilakukan secara tatap muka, melainkan menyesuaikan dengan
kondisi tertentu, bisa melalui video call, zoom atau hal lainnya. Bahkan
untuk kegiatan koordinasi kantor, kami juga menggunakan media zoom
dalam upaya mempercepat koordinasi.

Ketika covid hingga saat ini, kami sudah mulai terbiasa dengan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan secara zoom. Kegiatan tersebut dinilai cukup



efisien, karena untuk pegawai yang misal dari Jakarta Barat, Kepulauan
Seribu, tidak perlu melakukan kegiatan secara tatap muka, melainkan
kegiatan rapat dan koordinasi dilakukan secara zoom. Walaupun tidak
semua dilakukan secara zoom.

Selama covid, banyak kegiatan yang kami lakukan secara daring. Mau tidak
mau, hal tersebut harus dilakukan.

Pegawai menerima kebijakan tersebut dengan baik. Pegawai juga merasa
bahwa kebijakan WFH/WFO tepat sasaran, karena dapat mengurangi
jumlah pengunjung maupun interaksi langsung dengan pegawai.

Terkait dengan inovasi yang terpaksa terjadi ketika pandemi Covid, kami
cukup cepat dalam merespon agar pelayanan publik tetap berjalan dengan
baik. Ketika covid-19 ada mulai dari awal dilakukan pshical distancing,
pemberi layanan dengan pemohon tidak boleh bertemu. Awal-awal
memaksa kita sesama pegawai dengan pemohon untuk tidak berinteraksi
secara tatap muka secara langsung.

Kita buat, berkas untuk diperiksa dua hari setelah disampaikan (drop box),
dibuat pula sekat-sekat dibilik layanan publik.

Kami berfikir, pandemi ini tidak akan lama, yang kita buat salah satunya
walaupun dulu sudah ada AJIB, tapi kita optimalkan lagi. Melibatkan
seluruh unsur disini, bagaimana agar UMKM tidak akan mati. Kita jemput
bola untuk UMKM Kkita beri izin.

Izin usaha bukan berasal dari pemohon, tapi kita berikan, kita jemput bola
Relaksasi IMB, supaya tidak vacuum, tidak hanya menunggu dari pemohon,
kita datangi rumah-rumah, khususnya rumah tinggal. Kita memiliki inisiatif
kemudahan registrasi rumah-rumah di Jakarta, termasuk rumah ibadah yang
diberikan kemudahan.

Dampaknya positif bagi warga ketika pandemi covid-19 adalah rumah-
rumah warga banyak yang memiliki IMB.

Kami mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi,
kalau secara internal kita menyesuaikan status kondisi di Jakarta.

lya, kami menilai bahwa kebijakan ini tepat.

Control pengawasan kita ada aplikasi yang di inisiasi dari Pemerintah
Provinsi, walaupun demikian kami selalu melakukan monitor. Selain itu,
walaupun demikian, pegawai tetap berada di kantor.

lya, karena dapat meminimalisir penyebaran covid-19, khususnya
dilingkungan DPMPTSP.

Kegiatan-kegiatan lebih banyak dilakukan dengan menggunakan media
elektronik, seperti pemanfaatan zoom, video call, maupun youtube untuk
melakukan kegiatan sosialisasi-sosialisasi.

Di internal DPMTPSP dikeluarkan beberapa keputusan kepala dinas untuk
memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Seperti izin
mendirikan bangunan rumah tinggal.
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Lampiran FGD

BKD DKI Jakarta

Kasubah umum

« Pimpinan unit kerja, kalau dulu ada kasubbag atau kasubbid yang sekarang

diubah menjadi ketua sub kelompok memiliki peran dalam melakukan
validasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau staf di bawahnya.
Fungsi validasi tersebut untuk memastikan pekerjaan pegawai sesuai dengan
Kinerja unit organisasi dan dispo (pendelegasian) dari pimpinan atau tidak.
Selain itu, pimpinan unit kerja mengetahui aktivitas kita sehari-hari.

Layanan
Kasubbag umum
Kepalasub kelompok kepegawaian

» Sekarang semua aplikasi dari BKN semua.

+ Kalau penyederhanaan kami ikut petuntuk, arahan, dan regulasi dari pusat.

+ Disini belum penyederhanaan sih kalau dari kita porsinya dari bawah itu tetap
karena kita membantu semua pegawai dari pemerintah di provinsi hingga
level guru du sekolah dasar. Jenjangnya lumayan panjang dari sudin, baru ke
dinas pendidikan, baru ke kita karena harus terhubung yang karena BKN pun
harus minta surat surat misal ya kita pensiun itu ada surat penarikan pidana
sama hukuman disiplin itu harus di tandatangani kepala atau esolon duanya
(kepala dinas Pendidikan) kalau mereka bisa menerima kita juga buat mereka
juga buat tapi kan dari DKI-nya itu minta yang dari dinas pendidikannya juga
ada. Karena kan itu menyangkut database kepegawaian

Penerapan Kebijakan WFH/WFO
Kasubbag umum
Kepalasub kelompok kepegawaian
+ Kebijakan ini sangat solutif, kami disini juga ada masing-masing PIC misal
kesejahteraan, mutasi, penghargaan, pensiun, dll. Apabila pengguna layanan
konsultasi dapat langsung berkomunikasi dengan PIC masing-masing.
Semua peserta
+ Kalau tidak ada kebijakan ini, mungkin banyak yang terkena covid-19,
bahkan beberapa pejabat banyak yang terkena covid-19.
Kasubbag umum
Kepalasub kelompok kepegawaian
» Aplikasi e-office bener-bener kita pakai pada saat waktu itu. Alnamdulillah
ada ini Kkita jadi bisa jalan nih semua yang yang pengiriman surat lewat email
tetap bisa kita TL (tindaklanjuti) ke bidang pun nanti bisa kita telepon
» Buat pengiriman via email juga kan waktu itu ya jadi cepet sih kita juga
memulai dari itu, kan Kkita juga mau ngirim minta ada SKPD itu ngirim email
kayak misal pensiun itu Scan semuanya nanti kan Tinggal dimasukin ke
SAPK.
Staf 1
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+ Digital lebih enak dibandingkan kita masukin manual kita scan lagi di sini
baru kirim ke bagian pensiun gitu kalau yang paling banyak usulan pensiun
setiap bulan

Kasubbag umum

» Untuk jaringan bagi beberapa pegawai mungkin masih menjadi kendala, tapi
kalau menurut saya itu bukan menjadi kendala utama.

+ Ketika diterapkan itu kita harus ada backupnya, misalnya ditempat kita ada
yang terkena dan sudah dibagi jadwalnya, kebetulan yang terkena harus
jadwal piket, mau tidak mau petugas lain harus bersedia jadi backup. Pernah
di sini ada 12 orang pegawai, yang tidak terkena paling 2 atau 3 orang. Nah
kita masuk waktu itu karena memang parah banget di sini jadi di sini selama
3 bulan tutup layanan fisik.

Kasubbag umum
Kepalasub kelompok kepegawaian
Staf 2

» Ditempat kami pengawasan pakai aplikasi, semua dari aplikasi baik itu
laporan kinerja harian atau hasil dari TL (tindak lanjut) pekerjaan yang sudah
di dispo.

+ Ketika covid kami pakai e office, semua layanan di e office tapi sekarang
kami sudah pakai e office yang dikembangkan pemrov. Semua berlaih pakai
aplikasi itu. Cuman, file yang dulu ada di e office kita, saat ini tetap masih
bisa diakses. Walaupun kami sudah menggunakan e office yang
dikembangkan oleh pemprov tapi kami tetap bisa menggunakan e office kami
yang lama. Dulu e office kita benar-benar berguna sekali karena semua
layanan melalui online, benar-benar bermanfaat, layanan disini tutup, benar-
benar semua online.

Pengawasan pegawai ketika WFH
Kasubbag umum
« Disini pegawai enak-enak semua, control juga mudah, komunikasi juga
mudah. Kadang Bos saya yang dulu itu sering telepon bahkan juga wa jam
12.00 malam, mau tidak mau tetap kita layanin.
+ Jadi dikami itu ada aplikasi e office sama etpp, yang digunakan untuk
pengawasan kerja pegawai. Dari aplikasi e-office kita tahu tindak lanjut
pegawai. Dari etpp kita tahu apa yang dilakukan pegawai tiap bulannya.

Lampiran FGD

DPMPTSP DKI Jakarta

Penerapan Kebijakan WFH/WFO

Kabid Pengembangan

» Terkait dengan inovasi yang terpaksa terjadi ketika pandemi Covid, kami

cukup cepat dalam merespon agar pelayanan publik tetap berjalan dengan
baik. Ketika covid-19 ada mulai dari awal dilakukan pshical distancing,
pemberi layanan dengan pemohon tidak boleh bertemu. Awal-awal memaksa
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kita sesama pegawai dengan pemohon untuk tidak berinteraksi secara tatap
muka secara langsung.

Staf humas

Kita buat, berkas untuk diperiksa dua hari setelah disampaikan (drop box),
dibuat pula sekat-sekat dibilik layanan publik.

Kabid pengembangan

Kami berfikir, pandemi ini tidak akan lama, yang kita buat salah satunya
walaupun dulu sudah ada AJIB, tapi kita optimalkan lagi. Melibatkan seluruh
unsur disini, bagaimana agar UMKM tidak akan mati. Kita jemput bola untuk
UMKM kita beri izin.

Izin usaha bukan berasal dari pemohon, tapi kita berikan, kita jemput bola
Relaksasi IMB, supaya tidak vacuum, tidak hanya menunggu dari pemohon,
kita datangi rumah-rumah, khususnya rumah tinggal. Kita memiliki inisiatif
kemudahan registrasi rumah-rumah di Jakarta, termasuk rumah ibadah yang
diberikan kemudahan.

Dampaknya positif bagi warga ketika pandemi covid-19 adalah rumah-rumah
warga banyak yang memiliki IMB.

Dalam pemberian izin, biasanya di survey, kita mengeluarkan salah satu
kebijakan dimana kegiatan tidak harus dilakukan secara tatap muka,
melainkan menyesuaikan dengan kondisi tertentu, bisa melalui video call,
zoom atau hal lainnya.

Arsiparis madya

Sistem kerja di DPMPTSP kita melihat kinerja kita berkurang, tapi malah
lebih berkinerja. Bisa dikatakan dari pagi sampai sore atau malam Kkita tetap
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Layanan
Staf bidang pengembangan
Staf humaas

Karena kami langsung memberikan pelayanan, agak sulit dilakukan kalau
dilakukan penerapan WFH/WFO, terutama di service point. Takutnya kalau
nanti ada pengguna layanan datang ke service point tidak ada orang yang
melayani. Walaupun pelayanan kami sudah 100% online, namun masih ada
masyarakat yang datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan langsung.
Semua layanan perizinan melalui website jakevo.jakarta.go.id dengan web
tersebut dinilai lebih memudahkan dan lebih sederhana dalam proses
perizinan. Selain itu, aplikasi jakevo juga berturut serta mendukung OSS yang
diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Pengawasan pegawai ketika WFH
Staf humas
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disposisi kalau ada surat dan kemudian di tindaklanjuti seperti apa. Cuman
aplikasi untuk laporan-laporan itu belum terintegrasi. Jadi kita melakukan
pelaporan di eoffice dan etpp. Pekerjaanya apa saja.
Staf bidang pengembangan
» Banyakan kerjaan kalo di bidang kita itu kan masuknya ke kreatif, jadi lebih
banyak ya bikin sendiri. Yg penting target triwulan penyuluhan tercapai
Staf humas
» Di eoffice hanya dispo elektronik saja, nanti tindak lanjutnya kelihatan,
muaranya dimana. Sedangkan di etpp pekerjaan sudah selesai, seperti laporan
bahwa sehari hari yang kita kerjakan seperti apa saja. Misal saya rapat dari
jam 8 sampe jam 10 di balaikota membahasa inovasi pelayanan publik di
daerah.
+ Laporan kita buat per bulan biasanya. Nanti dari situ yang di approval sama
pimpinan baru Kita dapat tunjangan.

Lampiran Informan

Hasil wawancara dengan pengguna layanan BKD

Nama: Ridwan Sonda

Tempat bekerja: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Prov DKI
Tahun akses layanan: 2020

Jenis layanan yang diberikan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta
Salah satu proses layanan yang saya akses di BKD DKI Jakarta adalah layanan
kenaikan pangkat

Apa yang anda rasakan dengan pola kerja selama diberlakukannya sistem kerja
baru selama pandemi Covid-19?

Saat pandemi Covid diberlakukan shift kerja, wfh/wfo. saat ke kantor saya serahkan
berkas aslinya (hard copy). BKD memberikan sosialisasi, bagi pegawai yang akan
kenaikan pangkat di tutup pada tanggal yang sudah ditentukan

Apakah terdapat manfaat dari diberlakukannya sistem kerja baru selama pandemi
Covid-19? Manfaat apa yang anda terima (apabila ada sebutkan)?

iya, jadi kegiatan dapat dilakukan secara online. karena covid tidak berinteraksi
secara langsung, jadi dokumen bisa dilakukan secara online. tidak perlu tatap muka,
tatap muka hanya saat menyerahkan dokumen, lebih enak, kita tau beres

Apa saja kendala yang ada dapatkan ketika mengakses layanan saat pandemi
Covid-19?

Informasi kurang akurat, kurang tajam, informasi tidak disampaikan secara
langsung, karena berjenjang ada yang terpotong. harus kita yang rajin

127



Apakah selama Pandemi Covid-19 aktivitas layanan publik tetap berjalan dengan
baik?

lya layanan publik tetap berjalan, karena tetap ada petugas yang bekerja. Walaupun
dalam implementasinya kadang beda orang. Mungkin karena ada shift.

Apakah terjadi perubahan atau penyesuaian layanan selama pandemi Covid-19?
Kurang tau, karena kita ada yang ngurusin, saya menngurus sesuai kebutuhan saya
saja. Yang ngurus bekerja di lingkungan kantor.

Apakah layanan yang diberikan berjalan tepat waktu sesuai dengan SOP yang
ada?

lya, sesuai jadwal. harus sesuai jadwal. Kalau tidak nanti bisa di demo se pegawai
di Jakarta.

Apakah saudara mengalami kesulitan dalam mengakses layanan yang diberikan
selama pandemi Covid-19?
tidak, lancar-lancar saja

Kesulitan apa saja yang terjadi dalam mengakses layanan yang diberikan selama
pandemi Covid-197?

Selama proses kenaikan pangkat tidak ada kendala. Cuman saya ada masalah dulu
ketika saya mau pindah ke Jakarta. Pengalaman ketika mau pindah ke jakarta susah,
dalam arti misal bertemu dengan kepegawaian, minta info mutasi berbelit-belit, di
tutup-tutupi. Kalau terkait layanan kenaikan pangkat reguler berjalan seperti biasa

Apakah saudara dapat dengan mudah berkomunikasi dengan petugas yang ada
(melalui sms, whatsapp, telepon, email, maupun kanal lainnya)?

lya cukup mudah, bahkan ketika di tanya saat malam hari juga di respon. Respon
petugas juga cukup baik.

Apakah saudara memahami SOP dalam mengakses layanan yang diberikan?
Selama saya mengurus layanan dengan BKD, tidak ada SOP yang disampaikan,
kita harus cari tau sendiri sesuai dengan keinginan kita, cari info sendiri, mandiri.

Seberapa sering saudara berinteraksi secara tatap muka dalam mengakses layanan
yang diberikan?
Tidak pernah

Apakah petugas menggunakan/memanfaatkan teknologi informasi dalam
memberikan layanan kepada saudara?

lya, petugas menggunakan whatsapp untuk komunikasi, termasuk juga ada grup
whatsapp. Menurut saya itu cukup memudahkan dan membantu.

Apakah proses layanan yang diberikan terdapat perubahan (apakah lebih cepat,
lebih mudah, lebih sulit, lebih ribet, atau sama saja)?

128



Sepertinya proses layanan sama saja, karena waktu atau durasi layanan sudah di
tentukan

Dengan diberlakukannya sistem kerja baru, apakah anda merasa puas?
50:50, karena kita tidak dapat info secara utuh. Kalau dapat info secara utuh
mungkin puas ya. Jadi Kembali lagi, kita yang harus aktif cari informasi.

Apakah penerapan kebijakan sistem kerja baru selama pandemi Covid-19
berguna/menjadi solusi dalam mengakses layanan?

lya, menurut saya itu solusi, karena mampu mengurangi interaksi karena
meminimalisir penyebaran covid.

Ketika mengakses layanan, apakah petugas mudah dalam memberikan informasi
dan memberikan layanan?

Kalau terkait layanan kenaikan pangkat tidak, karena itu sifatnya kan regular. Tapi
ketika saya pindah ke Jakarta petugas ribet sekali, menutupi informasi.

Apakah petugas merespon dan memecahkan masalah saudara dengan baik?
Dalam hal kenaikan pangkat selama ini menjadi rutinitas dan itu menjadi tugas dan
fungsinya. normatif, sesuai sop dan syarat yang berlaku. Jadi menurut saya ya itu
karena sudah jadi tugas rutinitas ya biasa saja.

Apabila terdapat petugas yang tidak memberikan layanan dengan baik, dibagian
apa petugas tersebut bekerja?

Tidak ada, kadang menyinggung seperti ini “berkas sudah selesai, kapan makan-
makannya”

Dengan kendala yang ada, apakah petugas bertindak secara sopan dan baik?
Selama ini tidak ada kendala

Apakah ada fleskibilits dalam mengkases layanan? Bentuknya seperti apa?

Ada, beberapa dokumen yang kurang dapat dikirim dari rumah, bisa di scan dari
rumah/kantor, walaupun tetap ada berkas aslinya ketika dilakukan verifikasi berkas.
Menurut say aitu memudahkan.

Terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna layanan, apakah
saudara memahami rincian dari biaya yang dikeluarkan tersebut?
Tidak, jadi normal-normal saja. kalau ada mungkin bisa jadi seperti lewat jalan tol

Dengan diberlakukannya kebijakan sistem kerja baru, apakah hal tersebut
memuaskan/memenuhi keinginan saudara?

Menurut saya, kebijakan ini memuaskan, karena meminimalisir penyebaran covid.
Layanan juga lebih mudah, fleksibel
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Apakah kualitas layanan yang diberikan benar-benar berguna/bermanfaat bagi
saudara?
lya, menurut saya bermanfaat

Lampiran Informan

Hasil wawancara dengan pengguna layanan BKD

Nama: Donal Sianturi

Tempat bekerja: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Prov DKI
Tahun akses layanan: 2021 dan 2022

Jenis layanan yang diberikan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta
Proses seleksi CPNS

Apa yang anda rasakan dengan pola kerja selama diberlakukannya sistem kerja
baru selama pandemi Covid-19?

Semua layanan dilakukan secara online kecuali ketika verifikasi akhir, ketika proses
seleksi CPNS. setelah pengumuman atau ketika sudah diterima jadi CPNS Kita
harus menyampaikan dokumen asli untuk di cek. Kalau proses pelatihan dasar cpns
dilakukan secara online dan offline. Interaksi langsung dilakukan Kketika
disampaikan SK kelulusan, penutupan latsar, kelengkapan SK PNS, itu semua
dilakukan secara tatap muka.

Apakah terdapat manfaat dari diberlakukannya sistem kerja baru selama pandemi
Covid-19? Manfaat apa yang anda terima (apabila ada sebutkan)?

lya, jelas banyak manfaat dari kebijakan WFH/WFO seperti minim berinteraksi
agar kita tidak tertular, hemat waktu karena tidak harus ke kantor, ke balai kota,
lebih praktis, tidak ada batasan waktu dalam proses layanan.

Apa saja kendala yang ada dapatkan ketika mengakses layanan saat pandemi
Covid-19?

Kendala lebih ke jaringan, misal ketika latras online yang harus zoom, kadang
jaringan kurang baik, sehingga proses tidak berjalan lancer. Selain itu, slow respon,
kadang petugas ketika dihubungi atau di whatsapp responnya lama.

Apakah selama Pandemi Covid-19 aktivitas layanan publik tetap berjalan dengan
baik?

Menurut saya layanan tetap jalan, walaupun ada pergantian petugas, efek dari
wfh/wfo. Ketika proses latsar yang dilakukan secara online, kadang petugas di
kantor , karena umumnya menggunakan perangkat yang ada di kantor. Layanan
yang diberikan selama pandemi Covid-19 lebih sering dilakukan secara online
melalui email maupun drop box/google drive/link tertentu untuk penyamapaiannya.

Apakah terjadi perubahan atau penyesuaian layanan selama pandemi Covid-19?
Tidak tahu
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Apakah layanan yang diberikan berjalan tepat waktu sesuai dengan SOP yang
ada?

Jelas, komunikasi selalu jalan via online, setelah berkas selesai dikerjakan mau
dikumpulkan ke siapa jelas kepadanya ditujukan ke siapa karena ada PICnya.
Komuniasi selalu jalan, dengan cara online melalui whatsaap, misal setelah
pemberkasan selesai dikumpulkan ke siapa jelas kepadanya

Apakah saudara mengalami kesulitan dalam mengakses layanan yang diberikan
selama pandemi Covid-19?

Waktu minta berkas fisik, berkas surat keterangan dinas untuk kelengkapan PNS
agak susah, karena efek dari wfh/wfo. Tidak semua file disimpan secara online jadi
harus cek fisik, itu yang bikin lama.

Kesulitan apa saja yang terjadi dalam mengakses layanan yang diberikan selama
pandemi Covid-19?

Akses informasi cukup mudah, kalau berkas fisik butuh anda tangan basah, karena
belum tanda tangan elektronik.

Apakah saudara dapat dengan mudah berkomunikasi dengan petugas yang ada
(melalui sms, whatsapp, telepon, email, maupun kanal lainnya)?

lya, komunikasi cukup mudah, ketika proses latsar juga cukup mudah komunikasi
dengan petugasnya. Bahkan hingga malam hari pun masih tetap di respon.

Apakah saudara memahami SOP dalam mengakses layanan yang diberikan?
iya, disampaikan seccara jelas, tidak ada mis informasi, misal kelengkapan
pemberkasan CPNS. Perintahnya cukup jelas

Seberapa sering saudara berinteraksi secara tatap muka dalam mengakses layanan
yang diberikan?
Jarang, waktu pemberkasan dan ketika waktu di revisi saja

Apakah petugas menggunakan/memanfaatkan teknologi informasi dalam
memberikan layanan kepada saudara?

lya, ketika proses layanan menggunakan teknologi informasi seperti melalui zoom,
whatsaap, dan google meet.

Apakah proses layanan yang diberikan terdapat perubahan (apakah lebih cepat,
lebih mudah, lebih sulit, lebih ribet, atau sama saja)?
lya, lebih mudah, semuanya mintanya online, jadinya lebih mudah.

Dengan diberlakukannya sistem kerja baru, apakah anda merasa puas?
lya puas, semua layanan yang diberikan cukup baik.
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Apakah penerapan kebijakan sistem kerja baru selama pandemi Covid-19
berguna/menjadi solusi dalam mengakses layanan?

lya menurut saya kebijakan ini solusi agar kita tetap aman, tapi layanan publik tetap
jalan walaupun tidak bertemu secara langsung.

Ketika mengakses layanan, apakah petugas mudah dalam memberikan informasi
dan memberikan layanan?

lya, menurut saya petugas mudah dalam memberikan informasi, tidak ada kendala
sama sekali, lancar.

Apakah petugas merespon dan memecahkan masalah saudara dengan baik?
lya, menurut saya cepat merespon, mungkin karena kebiasaan jadi cepat.

Apabila terdapat petugas yang tidak memberikan layanan dengan baik, dibagian
apa petugas tersebut bekerja?
Menurut saya tidak ada

Dengan kendala yang ada, apakah petugas bertindak secara sopan dan baik?
Menurut saya petugas sopan-sopan, baik, bekerja sesuai SOP.

Apakah ada fleskibilits dalam mengkases layanan? Bentuknya seperti apa?
Kalau menurut saya fleksibel, karena bisa sampai malam. Contohnya ketika latsar
proses interaksi bisa sampai malam, sesuai kesepakatan bersama.

Terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna layanan, apakah
saudara memahami rincian dari biaya yang dikeluarkan tersebut?
Setau saya tidak ada biaya yang harus dikeluarkan.

Dengan diberlakukannya kebijakan sistem kerja baru, apakah hal tersebut
memuaskan/memenuhi keinginan saudara?
lya menurut saya memuaskan, memenuhi ekspektasi saya.

Apakah kualitas layanan yang diberikan benar-benar berguna/bermanfaat bagi
saudara?
lya, menurut saya bermanfaat.

Lampiran Informan

Hasil wawancara dengan pengguna layanan BKD
Nama: Pepen Kuswandi

Tempat bekerja: Kesbangpol Prov DKI

Tahun akses layanan: 2020, 2021, dan 2022

Jenis layanan yang diberikan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta
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Pengaturan terkait kepegawaian, misal kegiatan sehari-hari untuk dasar
pembayaran tunjangan (perpanjangan jadwal input, atau aturan aturan kepegawaian
misal larangan)

Apa yang anda rasakan dengan pola kerja selama diberlakukannya sistem kerja
baru selama pandemi Covid-19?

pada saat pandemi, tergantung SKP nya, bisa lebih capek karena berurusan dgn
masyarakat (karena tidak bisa wfh). disini kaitanya dgn pembinaan kepada
masyarakat, enaknya kalau anggaranya sedikit kita bisa lebih banyak (anggaran
untuk webinar/daring) tidak perlu sewa hotel, dll. kurang enaknya karena ada hal
tertentu harus tatap muka, kalau daring kegiatan pembinaan kurang berbobot.
enaknya banyak waktu untuk keluarga

Apakah terdapat manfaat dari diberlakukannya sistem kerja baru selama pandemi
Covid-19? Manfaat apa yang anda terima (apabila ada sebutkan)?

waktu lebih fleksibel, buat orang tertentu bagi pegawai yg ideal bisa membantu,
karena ditemptkan dimana saja dia bisa bekerja. tapi bagi orang yg kurang
integritas/berkontribusi bisa tambah berkurang.

Apa saja kendala yang ada dapatkan ketika mengakses layanan saat pandemi
Covid-19?

Satu, orang-orang yang bekerja wfh/wfo dia yang punya kompetensi (pemanfaatan
teknologi) dan berintegritas. kalau tidak seolah-olah libur. Dua, tatap muka yang
dilarang, jadi ada aktivitas tertentu kegiatan daring jadi berkurang bobotnya, misal
hal-hal yang sifatnya rahasia kalau daring riskan di bajak, di sini hal tentang intel.
Ketiga, pembinaan ketika daring, umumnya sulit mengendalikan, jadi orang tidak
tau disana dia juga sedang mengerjakan apa, bisa jadi sambil tidur, nonton tv dll.

Apakah selama Pandemi Covid-19 aktivitas layanan publik tetap berjalan dengan
baik?

Sejauh ini di Kesbangpol tidak ada kendala, tetapi tidak semua bisa dilakukan
secara online. Jadi harus bertemu secara langsung untuk kasus-kasus tertentu.

Apakah terjadi perubahan atau penyesuaian layanan selama pandemi Covid-19?
Layanan kepegawaian dulunya masih tatap muka, sekarang berubah jadi via email,
link tertentu dan whatsapp untuk komunikasi atau penyerahan berkas.

Apakah layanan yang diberikan berjalan tepat waktu sesuai dengan SOP yang
ada?
lya ada penyeuaian, tetapi layanan tidak banyak yang berubah dan sesuai SOP

Apakah saudara mengalami kesulitan dalam mengakses layanan yang diberikan
selama pandemi Covid-19?

Awalnya ada beberapa hal yang mengalami kesulitan, misal internt down, saat
pandemi lancar tidak ada masalah
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Kesulitan apa saja yang terjadi dalam mengakses layanan yang diberikan selama
pandemi Covid-197?
Ada masalah tertentu harus diselesaikan dengan penghubung di masing2 skpd, kami
sering komuniksi dengan penghubung yg ada di skpd. kalau ke bkd biasanya tidak
melalui jalur formal.

Apakah saudara dapat dengan mudah berkomunikasi dengan petugas yang ada
(melalui sms, whatsapp, telepon, email, maupun kanal lainnya)?
lya, saya dapat berkomunikasi dengan mudah dengan pegawai BKD

Apakah saudara memahami SOP dalam mengakses layanan yang diberikan?
Iya, biasanya dikasih tau sama penghubung yang ada di Kesbangpol

Seberapa sering saudara berinteraksi secara tatap muka dalam mengakses layanan
yang diberikan?
Jarang, biasanya cukup dengan penghubung disini saja.

Apakah petugas menggunakan/memanfaatkan teknologi informasi dalam
memberikan layanan kepada saudara?
lya, dengan zoom whatsapp layanan beralih ke situ.

Apakah proses layanan yang diberikan terdapat perubahan (apakah lebih cepat,
lebih mudah, lebih sulit, lebih ribet, atau sama saja)?
Menurut saya sama saja, tidak banyak terjadi perubahan yang signifikan.

Dengan diberlakukannya sistem kerja baru, apakah anda merasa puas?

lumayan, puas tapi kalau saya tidak puas banget. Kalau menurut saya, tidak semua
informasi tidak disampaikan ke kita semua, jadi ada beberapa hal yang di tutupi
atau hanya orang tertentu saja yang boleh tau.

Apakah penerapan kebijakan sistem kerja baru selama pandemi Covid-19
berguna/menjadi solusi dalam mengakses layanan?

Iya, menurut saya ini solusi karena alasan tidak boleh berkerumun, dan merupakan
langkah yang cukup baik untuk memutus rantai penularan covid.

Ketika mengakses layanan, apakah petugas mudah dalam memberikan informasi
dan memberikan layanan?
lya, menurut saya mudah, aman.

Apakah petugas merespon dan memecahkan masalah saudara dengan baik?
lya, selama ini aman-aman saja.

Apabila terdapat petugas yang tidak memberikan layanan dengan baik, dibagian
apa petugas tersebut bekerja?
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Tidak tau kalau dengan penghubung, kalau saya hanya sebatas pertemanan saja.

Dengan kendala yang ada, apakah petugas bertindak secara sopan dan baik?
Tidak ada kendala sama sekali.

Apakah ada fleskibilits dalam mengkases layanan? Bentuknya seperti apa?
lya, kalau menurut saya ya, kebetulan saya sudah kenal jadi menurut saya lebih
mudah.

Terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna layanan, apakah
saudara memahami rincian dari biaya yang dikeluarkan tersebut?
Setau saya tidak ada biaya sama sekali.

Dengan diberlakukannya kebijakan sistem kerja baru, apakah hal tersebut
memuaskan/memenuhi keinginan saudara?
lya, menurut saya memuaskan

Apakah kualitas layanan yang diberikan benar-benar berguna/bermanfaat bagi
saudara?
lya, menurut saya bermanfaat.

Lampiran Informan

Hasil wawancara dengan pengguna layanan DPMPTSP

Nama: Ika Trisnasari

Jenis layanan yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

Perizinan Usaha

Tahun Akses: 2020

Apa yang anda rasakan dengan pola kerja selama diberlakukannya sistem kerja
baru selama pandemi Covid-19?

Pertama kali mengurus perizinan secara online memang sedikit membingungkan,
apalagi bagi pemula yang baru pertama kali mengurus izin usaha. Namun, saya rasa
lebih efektif dari pada harus datang langsung ke DPMPTSP. Tidak perlu antri,
sistemnya bisa saya akses dimanapun dan kapanpun. selain itu juga bisa saya awasi
sejauh mana izin usaha saya diproses. Meskipun juga ada beberapa kendala yang
saya alami, mulai dari sistem hingga proses pelayanan oleh petugas.

Apakah terdapat manfaat dari diberlakukannya sistem kerja baru selama pandemi
Covid-19? Manfaat apa yang anda terima (apabila ada sebutkan)?

Pasti ada ya karena sistem kerja baru selama pandemi covid-19 adalah menggeser
sistem kerja lama yang masih manual, tatap muka, antri panjang dengan sistem yang
lebih efisien melalui digitalisasi layanan. Pengguna maupun penyedia layanan
dipaksa untuk keluar dari kebiasaan pelayanan selama ini. Manfaat yang saya
rasakan dari sistem kerja baru selama pandemi yang saya rasakan kaitannya dengan
pengurusan izin usaha di DPMPTSP DKI Jakarta adalah pengajuan izin usaha
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menjadi lebih mudah karena hanya tinggal mendaftar melalui web, syarat
pendaftaran lebih mudah, saya bisa mendapatkan informasi sejauh mana proses
perizinan yang saya ajukan, saya juga mendapatkan pendampingan/konsultasi
terkait penerbitan izin, penerbitan izin juga lebih singkat apalagi saat itu ada
relaksasi layanan jemput bola dari DPMPTSP DKI Jakarta. Ini sangat membantu
dan memudahkan masyarakat yang ingin mengurus izin usaha.

Apa saja kendala yang ada dapatkan ketika mengakses layanan saat pandemi
Covid-19?

Kendalanya tidak banyak, hanya saja waktu operasional pelayanan yang lebih
singkat, terkadang petugas kurang responsif mungkin karena jumlah petugas yang
lebih sedikit selama pandemi ya. Selain itu juga akses informasi pelayanan kurang,
jadi saya harus lebih aktif mencari informasi mengenai pelayanan dimasa pandemi.

Apakah selama Pandemi Covid-19 aktivitas layanan publik tetap berjalan dengan
baik?

lya, pelayanan publik masih berjalan meskipun dengan beberapa penyesuaian.
penyesuaian inilah yang membuat pelayanan publik berjalan baik sesuai kebutuhan
dan kondisi.

Apakah terjadi perubahan layanan selama pandemi Covid-19?

lya, perubahan sebetulnya bukan terjadi di layanannya, tapi pada proses
pelayanannya. jenis layanannya masih sama, tapi pelayanannya yang berbeda.
kalau dulu kita harus datang langsung ke tempat layanan, saat pandemi karena
semua digital sehingga lebih mudah, efektif, dan efisien. layanan semakin dekat
dengan masyarakat.

Apakah terdapat penyesuaian dalam memberikan layanan selama pandemi Covid-
19?

Menurut saya iya, adapenyesuaian. Penyesuain yang saya rasakan adalah dari
sistemnya, dulu masih manual. daftar manual, pemberkasan juga manual. namun
selama pandemi beralih ke digitalisasi pelayanan. selain digitalisasi, juga ada
beberapa penyesuaian/inovasi dari pemerintah penyedia layanan sehingga
pelayanan publik tidak terhenti, misalnya adalah sistem jemput bola dimana
pemberi layanan yang mendatangi pengguna layanan.

Apakah layanan yang diberikan berjalan tepat waktu sesuai dengan SOP yang
ada?

Menurut saya sesuai dengan SOP. Jadi selama pandemi layanan selesai lebih cepat
dari SOP, hal ini mungkin dipengaruhi oleh adanya sistem layanan digital sehingga
lebih memudahkan pengguna maupun petugas.

Apakah saudara mengalami kesulitan dalam mengakses layanan yang diberikan
selama pandemi Covid-19?
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Saya sempat mengalami kesulitan mengakses layanan selama pandemi tapi,
menurut saya tidak berarti bagi saya.

Kesulitan apa saja yang terjadi dalam mengakses layanan yang diberikan selama
pandemi Covid-19?

Kesulitan yang saya alami adalah masalah teknis seperti jaringan dan akses
informasi layanan. terkadang saya masih mengalami kebingungan dalam
mengakses informasi terkait layanan seperti berkas persyaratan yang diperlukan,
jadwal layanan, serta terkadang cara mengakses layanan

Apakah saudara dapat dengan mudah berkomunikasi dengan petugas yang ada
(melalui sms, whatsapp, telepon, email, maupun kanal lainnya)?

Cukup mudah. Petugas terkadang kurang responsif, kurang responsif disini adalah
waktu yang dibutuhkan untuk membalas pesan/pertanyaan/permintaan informasi
yang sedikit lama. hal tersebut bisa jadi dikarenakan sedikitnya jumlah petugas
selama pandemi yang harus melayani tingginya kebutuhan pelayanan oleh
pengguna layanan

Apakah saudara memahami SOP dalam mengakses layanan yang diberikan? lya,
saya cukup memahami SOP yang layanan yang ada. Sebelum mengakses layanan
saya terlebih dahulu mencari tahu SOP layanan yang saya butuhkan

Seberapa sering saudara berinteraksi secara tatap muka dalam mengakses layanan
yang diberikan?
Tidak sering karena saya mengurus izin usaha/mengakses layanan melalui website.

Apakah petugas menggunakan/memanfaatkan teknologi informasi dalam
memberikan layanan kepada saudara?

lya, petugas menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
selama pandemi yaitu dengan memanfaatkan web maupun aplikasi

Apakah proses layanan yang diberikan terdapat perubahan (apakah lebih cepat,
lebih mudabh, lebih sulit, lebih ribet, atau sama saja)?

Menurut saya layanan menjadi semakin cepat dan mudah karena adanya inovasi
dari penyedia layanan

Dengan diberlakukannya sistem kerja baru, apakah anda merasa puas?

Saya puas dengan layanan diberikan ketika covid kemarin, cukup puas.

Apakah penerapan kebijakan sistem kerja baru selama pandemi Covid-19
berguna/menjadi solusi dalam mengakses layanan?

Menurut saya bisa menjadi solusi selama pandemi dan diluar pandemi karena dapat
mempermudah dan mempersingkat layanan yang diberikan oleh PTSP.

Ketika mengakses layanan, apakah petugas mudah dalam memberikan informasi
dan memberikan layanan?
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Menurut saya, petugas informatif namun sedikit kurang responsif. terkait
kemudahan memberikan layanan, juga iya karena layanan kan sudah digital jadi by
system tidak lagi hanya bergantung pada SDM/petugas di lapangan

Apakah petugas merespon dan memecahkan masalah saudara dengan baik?
Menurut saya petugas merespon dan memecahkan masalah saya dengan baik,
namun waktu respon bisa dipersingkat lagi seharusnya

Apabila terdapat petugas yang tidak memberikan layanan dengan baik, dibagian
apa petugas tersebut bekerja?
Wah, saya kurang tau ya. Kalau selama ini tidak ada

Dengan kendala yang ada, apakah petugas bertindak secara sopan dan baik?
Menurut saya selama berinteraksi dengan PTSP, para petugas sopan dan informatif
serta solutif

Apakah ada fleskibilits dalam mengkases layanan? Bentuknya seperti apa?
Menurut saya ada fleksibilitas. Dalam hal pengurusan izin usaha di DKI Jakarta ada
yang namanya layanan AJIB (Antar Jemput lIzin Bermotor) dimana petugas
mendatangi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengurusan izin usaha.
menganut konsep jemput bola. selain itu juga ada relaksasi berupa simplifikasi
prosedur pelayanan perizinan lIzin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan
memberikan percepatan layanan perizinan dan nonperizinan

Terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna layanan, apakah
saudara memahami rincian dari biaya yang dikeluarkan tersebut?
Setau saya tidak ada biaya yang dikeluarkan

Dengan diberlakukannya kebijakan sistem kerja baru, apakah hal tersebut
memuaskan/memenuhi keinginan saudara?

Puas tapi belum memenuhi keinginan saya. infrastruktur teknologi harus lebih
diperkuat dan disipakan lagi sehingga dapat mendukung inovasi digitalisasi
pelayanan. selain itu juga literasi/kemampuan digital SDM harus ditingkatkan, serta
tata kelola/proses bisnis pelayanan publik harus lebih pendek lagi mengingat telah
memanfaatkan sistem teknologi informasi

Apakah kualitas layanan uang diberikan benar-benar berguna/bermanfaat bagi
saudara?
Menurut saya bermanfaat karena dapat memudahkan saya mengakses layanan

Hasil wawancara dengan pengguna layanan DPMPTSP

Nama: Nur Siti Lestari

Jenis layanan yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Perizinan Usaha (Izin Usaha Industri Kecil)

138



Tahun Akses : 2020

Apa yang anda rasakan dengan pola kerja selama diberlakukannya sistem kerja
baru selama pandemi Covid-19?

Selama pemberlakuan sistem kerja baru saat pandemi covid, penyelenggaraan
pelayanan terutama dalam pengurusan perizinan jadi lebih mempermudah
masyarakat karena banyak dibuatnya inovasi penyelenggaraan pelayanan yang
mempermudah masyarakat dalam pengajuan perizinan.

Apakah terdapat manfaat dari diberlakukannya sistem kerja baru selama pandemi
Covid-19? Manfaat apa yang anda terima (apabila ada sebutkan)?

Manfaatnya dalam pengurusan izin selama pandemi pengajuan dapat dilakukan dari
rumah dan meminimalisir bertemu dengan orang banyak, hemat tenaga, uang dan
juga waktu.

Apa saja kendala yang ada dapatkan ketika mengakses layanan saat pandemi
Covid-19?

Kendalanya agak sulit apabila tidak memahami beberapa poin yang ada di form
atau di website pendaftaran berbeda dengan pengajuan pelayanan yang diadakan
secara langsung yg dapat langsung bertanya kepada petugas pelayanan.

Apakah selama Pandemi Covid-19 aktivitas layanan publik tetap berjalan dengan
baik?

Menurut saya sih berjalan dengan baik ya, aktivitas layanan tetap berjalan dengan
baik dengan ditambah banyaknya pembaharuan pada layanan. Di aplikasi-aplikasi
di website PTSP.

Apakah terjadi perubahan layanan selama pandemi Covid-19?
lya ada perubahan. Yang tadinya dilakukan secara langsung datang ke tempat
pelayanan menjadi full dilakukan online.

Apakah terdapat penyesuaian dalam memberikan layanan selama pandemi Covid-
19?

lya, menurut saya ada penyesuaian, terdapat berbagai penyesuaian layanan selama
pandemi. Yang awalnya bisa diakses tatap muka tapi diubah jadi online.

Apakah layanan yang diberikan berjalan tepat waktu sesuai dengan SOP yang
ada?
Kalau menurut saya sih layanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

Apakah saudara mengalami kesulitan dalam mengakses layanan yang diberikan
selama pandemi Covid-19?

Awalnya dan di beberapa kesempatan kesulitan saya mengalami kesulitan, tapi saya
dibantu sama petugas sih, jadi aman-aman saja.
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Kesulitan apa saja yang terjadi dalam mengakses layanan yang diberikan selama
pandemi Covid-197?

Dalam pencarian menu awal layanan agak sulit mencari karena banyaknya layanan
yg diberikan, petugas cukup informatif sih, jadi tidak terlalu terkendala.

Apakah saudara dapat dengan mudah berkomunikasi dengan petugas yang ada
(melalui sms, whatsapp, telepon, email, maupun kanal lainnya)?
lya lumayan mudah, sangat membantu

Apakah saudara memahami SOP dalam mengakses layanan yang diberikan?
Sedikit banyak mengerti, tapi saya nggak terlalu mengerti secara mendetail sih

Seberapa sering saudara berinteraksi secara tatap muka dalam mengakses layanan
yang diberikan?
Ketika proses layanan, saya berinteraksi tidak tatap muka, jadi semua secara online.

Apakah petugas menggunakan/memanfaatkan teknologi informasi dalam
memberikan layanan kepada saudara?

Selama mengakses layanan saya menggunakan teknologi informasi, dan selama
layanan petugas pemberi layanan menggunakan teknologi informasi dalam
pemberian layanan

Apakah proses layanan yang diberikan terdapat perubahan (apakah lebih cepat,
lebih mudah, lebih sulit, lebih ribet, atau sama saja)?

Kalau menurut saya proses layanan yang diberikan lebih mudah di akses namun
sedikit sulit dipahami. Saya tidak perlu ke kantor.

Dengan diberlakukannya sistem kerja baru, apakah anda merasa puas?
Kalau saya sih cukup puas

Apakah penerapan kebijakan sistem kerja baru selama pandemi Covid-19
berguna/menjadi solusi dalam mengakses layanan?
lya, kalau saya sangat berguna ya, solusi menurut saya.

Ketika mengakses layanan, apakah petugas mudah dalam memberikan informasi
dan memberikan layanan?
Ketika saya mengurus layanan petugas sangat informatif sih.

Apakah petugas merespon dan memecahkan masalah saudara dengan baik?
lya, menurut saya petugas merespon dan memecahkan masalah dengan baik

Apabila terdapat petugas yang tidak memberikan layanan dengan baik, dibagian

apa petugas tersebut bekerja?
Selama saya mengakses layanan tidak ada sih
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Dengan kendala yang ada, apakah petugas bertindak secara sopan dan baik?

lya, karena saya mengakses layanan secara online jadi selama berinteraksi sopan-
sopan saja.

Apakah ada fleskibilits dalam mengkases layanan? Bentuknya seperti apa?

Ya ada. Bentuknya seperti antar jemput dokumen yang langsung dilakukan oleh
petugas pelayanan ke rumah orang yang membutuhkan layanan. Jadi memudahkan
saya dalam mengurus perizinan

Terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna layanan, apakah
saudara memahami rincian dari biaya yang dikeluarkan tersebut?
Setau saya tidak ada

Dengan diberlakukannya kebijakan sistem kerja baru, apakah hal tersebut
memuaskan/memenuhi keinginan saudara?
Ya sudah memenuhi dan memuaskan sih menurut saya

Apakah kualitas layanan yang diberikan benar-benar berguna/bermanfaat bagi
saudara?
Menurut saya sangat bermanfaat, kita dapat mengakses layanan di rumah.

Hasil wawancara dengan pengguna layanan DPMPTSP

Nama: Nur Sanny R

Jenis layanan yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
dokumen perizinan dan sertifikat laik bangunan

Tahun Akses: 2020

Apa yang anda rasakan dengan pola kerja selama diberlakukannya sistem kerja
baru selama pandemi Covid-19?

Pola kerja baru yang diberlakukan dpmptsp selama pandemi Covid-19 di awal
cukup membuat saya gugup dan kikuk karena benar-benar bergantung pada
teknologi. Ditambah adanya kebijakan pembatasan interaksi langsung. Saya
cenderung nyaman bertanya secara langsung pada petugas. Namun, setelah
berjalannya waktu, saya sebagai pengguna layanan merasa implementasi teknologi
ini lebih efisien.

Apakah terdapat manfaat dari diberlakukannya sistem kerja baru selama pandemi
Covid-19? Manfaat apa yang anda terima (apabila ada sebutkan)?

Manfaat dari diberlakukannya sistem kerja baru selama pandemi Covid-19 menurut
saya yaitu efisiensi waktu dan penyelesaian perizinan saya rasakan menjadi lebih
terukur.

Apa saja kendala yang ada dapatkan ketika mengakses layanan saat pandemi Covid-
19?
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Selama saya mengakses layanan yang di berikan oleh PTSP tidak ada kendala.

Apakah selama Pandemi Covid-19 aktivitas layanan publik tetap berjalan dengan
baik?

Menurut saya, aktivitas layanan publik tetap berjalan dengan baik selama pandemi
Covid-19

Apakah terjadi perubahan layanan selama pandemi Covid-19?
Hampir tidak ada perubahan selain pembatasan interaksi secara langsung selama
pandemi Covid-19

Apakah terdapat penyesuaian dalam memberikan layanan selama pandemi Covid-
19?

Sama dengan jawaban sebelumnya sih. penyesuaian layanan lebih ke mekanisme
deliver layanan selama pandemi saja

Apakah layanan yang diberikan berjalan tepat waktu sesuai dengan SOP yang
ada?

Menurut saya layanan yang diberikan berjalan tepat waktu sesuai dengan SOP yang
ada

Apakah saudara mengalami kesulitan dalam mengakses layanan yang diberikan
selama pandemi Covid-19?
Selama saya mengakses layanan saya tidak mengalami kesulitan

Apakah saudara dapat dengan mudah berkomunikasi dengan petugas yang ada
(melalui sms, whatsapp, telepon, email, maupun kanal lainnya)?

Selama pandemi, saya dengan mudah berkomunikasi dengan petugas layanan, itu
juga bukan menjadi kendala ketika mengakses layanan

Apakah saudara memahami SOP dalam mengakses layanan yang diberikan? lya,
saya memahami SOP layanan. Karena mandiri ya jadinya say acari tahu dulu syarat-
syarat ketika melakukan permohonan

Seberapa sering saudara berinteraksi secara tatap muka dalam mengakses layanan
yang diberikan?
Jarang sih, karena layanan secara digital

Apakah petugas menggunakan/memanfaatkan teknologi informasi dalam
memberikan layanan kepada saudara?

lya, semua menggunakan teknologi informasi, saya mengakses layanan melalui
website PTSP

Apakah proses layanan yang diberikan terdapat perubahan (apakah lebih cepat,
lebih mudah, lebih sulit, lebih ribet, atau sama saja)?
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Kalau menurut saya, proses layanan yang diberikan lebih mudah kalau di
bandingkan dengan sebelum covid.

Dengan diberlakukannya sistem kerja baru, apakah anda merasa puas?
lya, tentu saja saya merasa puas dengan layanan yang diberikan. Saya tidak perlu
berkunjung ke kantor layanan, saya bisa mengkasesnya di rumah.

Apakah penerapan kebijakan sistem kerja baru selama pandemi Covid-19
berguna/menjadi solusi dalam mengakses layanan?

Penerapan kebijakan sistem Kkerja baru selama pandemi Covid-19 berguna dalam
mengakses layanan

Ketika mengakses layanan, apakah petugas mudah dalam memberikan informasi
dan memberikan layanan?
lya, tentu saja. Kalau tidak mudah dalam memberikan informasi mungkin dalam
proses perizinan akan lama.

Apakah petugas merespon dan memecahkan masalah saudara dengan baik?
Pengalaman saya ketika mengurus proses perizinan, petugas merespon dengan baik

Apabila terdapat petugas yang tidak memberikan layanan dengan baik, dibagian
apa petugas tersebut bekerja?
Saya tidak tahu ya dimana. Selama saya mengakses layanan sih baik-baik saja

Dengan kendala yang ada, apakah petugas bertindak secara sopan dan baik?
Menurut saya sih baik-baik saja ya, karena semua layanan pakai digital saya jarang
berinteraksi

Apakah ada fleskibilits dalam mengkases layanan? Bentuknya seperti apa?
lya sih menurut saya, fleksibilitas dalam akses layanan via daring sih ya, kalau kita
bandingkan harus ke kantor, mending saya pakai online saja

Terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna layanan, apakah
saudara memahami rincian dari biaya yang dikeluarkan tersebut?
Sepanjang yang saya ingat, tidak ada biaya yang dikeluarkan.

Dengan diberlakukannya kebijakan sistem kerja baru, apakah hal tersebut
memuaskan/memenuhi keinginan saudara?
lya, kalau saya pribadi puas

Apakah kualitas layanan yang diberikan benar-benar berguna/bermanfaat bagi

saudara?
lya, saya pribadi puas

143



Lampiran
Foto Penggalian Data

Wawancara dengan informan Pemberi Layanan DPMPTSP
\ = ~ !,* *4‘ A«

FGD dengan pemberi layanan DPMPTSP

144



Gilang Adriani

L]

FGD dengan pemberi layanan BKD

145



Gambar Ulasan Publik  Terkait BKD Provinsi DKI Jakarta

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi [ 4 e s |
DKI Jakarta

Sedung Balaikota Lantai 20-21, JI. Medan Merdeka Selatan Mo. 58, Gambar,
RT.11/RW.2, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus lbukata Jakarta

4,3 65 ulasan @

Topik yang s=ring dibicarakan orang

[

Samua pensiun 4 2020 4 niormasi 4 has

Urutkan menurut

Paling relewsn Terbaru Tertinggi Terendah
Muh Mutohar .
1 ulasan ’
setzhun |zlu

Sy mgurus pensiun dar bulan februan 2020 sampe sekarang ga jadi jadi

il

Dasman Simanullang .
1 ulasan - 28 folo ’

2 tahun lalu

Mohon informasi tentang 5K Pensiun saya yang jatuh tempo 1 April 2020

il

. Jeffry Junaedi :
P ' 1 ulasan ’

2 tahun lalu

Saya anzk dan Pensiunan (meninggal) |bu saya aizs nama MNenti Situmorang.hanya sekadar ingin
menyampaikan keluh kessh saya,|bu saya meninggal pd bulan April 2018,zaya sdh melengkapi
persyaratan utk keperuan Taspen almarhum lbu says, ... Lengkapnya
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Sumber: Google review
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Gambar Ulasan Publik Terkait DPMPTSP Provinsi

DPMPTSP DKI Jakarta

JI. Epicentrum Sel. Mo.Kav. 22, RT.2ZRW.5, Karet Huningan, Kota Jakarta Selatan,
Daersh Khusus lbukots Jakarta

4,1 421 ulasan @

Togik yang sering dibicarakan arang

Semus SIM 31 proses 27 STHK 24 lantai 21 mall 18 daftar 14 sim 11
KTF 10 fotokopi @ e-kap B

Urutkan menurut

Paling relevan Terbaru Tertinggi Ta

Chip Sucipto :
1 ulasan - 2 foto *
setahun lalu

Tempatnya memang bagus dan rapih tapi sepertingas hanya mengurus perpanjangan SIM & STHK saja
wg bagus pelayanannya disini. Bbrp counterZ lain kosong tdk ada petugasnya. Saya sdh daftar online
wntuk mengurus JHT BFJETH dan datang dihari yg sesuai tgl pendaftaran. Tapi sesampainya disana
kozong melompong tdk ads yg melayani. Saya tunggu 2 jam tetap tdk ads yg melayani. Akhirmya saya
pulang dgn kecewa.

Besoknya says dig lagi dgn terlebih dahulu menelpon call center 1500184 dan katanys ads orang BRJS
nya. Tetapi ketiks saya kesana temyats tdk 2da petugasnya kosong melompaong. Saya tanya call center
nya langsung yg di It.3 dgn jutek dan sambil main hp dia jawab : memang gak pemah ada pak.
Mengecewakan s=kali. Tutup aja sekslian counter BPJS disitu kalo tdk pernah ada petugas yg
melayani.

il 10

rehan bagus .

:

1 ulasan *
sebulan lalu

kslo punya pegawai ob dan satpam di seleksi lagi, satpam omongannya ngebego?in org sama obnya
sok yg berkuasa di kantor ini

il -

Sumber: Google review
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